PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 460/ 23 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

a. bahwa agar pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung|Tunai

L.

yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tempakau
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dapat bgrjalan
lancar, tertib administrasi, efektif, tepat guna, dan| tepat
sasaran, maka berdasarkan ketentuan Romawi V Lampiran
Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2023 tgntang
FPetunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tempakau
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk
Tim Koordinasi Pemberian Bantuan Langsung Tunai| yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberian Banhtuan
Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keugngan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indgnesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nagional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indgnesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dgngan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengtapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Normpor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negaral dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pa
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau

nhdemi
Aalam

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keu

Angan

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah te

ralchir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tgntang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U

ndang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 t4
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomj
13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-[]
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan [
Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ft¢
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lem

2023
bpnesia

ntang
or 12,
haerah
Daerah

entang
\baran

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07

/2021

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun

3

2022

tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peme
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran

rintah
2023

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor] 38);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 32 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Koordinasi Pemberian Bantuan Langsung

Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil

Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Koordinasi Pemberian Bantuan Langsung Tunai
bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tem
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagal
dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai ber
1. Melaksanakan sosialisasi Program Bantuan Langsung

dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada f

dan Kepala Desa/Lurah,;

2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan verifikas
validasi data calon penerima Bantuan Langsung Tunaj
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal,

3. Melaksanakan pemantauan penyaluran Bantuan Lan
Tunai kepada penerima manfaat melalui Kantor Pos C
Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perus
undangan;

yang
bakau
imana
ikut :
Tunai
Camat

| dan
Dana

lgsung
abang
dang-

4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Program Bgntuan
Langsung Tunai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan

5. Melakukan pelaporan pelaksanaan Program Bgntuan
Langsung Tunai kepada Bupati melalui Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris IDaerah

Kabupaten Kendal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pem

berian

Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kendal Tahun Anggaran

'
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2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung
jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkpnnya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 132 moVcmeee 76723

"~ BUPATI KENDAL,

/

~-DICO M 'GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kendal;

4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;

5. Arsip. o i




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 460/
TANGGAL

/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

KEDUDUKAN
NO. ABAT. DIN K
O J AN DALAM AS DALAM TIM KETHERANGAN
1. | Bupati Kendal Pengarah
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Penanggung
Jawab
3. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Ketua
Daerah Kabupaten Kendal
4. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal Wakil Ketua
5. | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kendal Sekretaris
6. | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Anggota
7. | Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Anggota
Kabupaten Kendal
8. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Anggata
Daerah Kabupaten Kendal
9. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
10. | Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Anggota
Penyuluhan pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal
11. | Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Anggota
Pangan Kabupaten Kendal
12. | Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian Anggota
dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal
13. | Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat pada Anggota
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal
14. | Sub Koordinator Pengelolaan Data Sosial pada Dinas Anggota
Sosial Kabupaten Kendal
15. | Sub Koordinator Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Anggota
Kabupaten Kendal
16. | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Anggota
setempat

/. BUPATI KENDAL,

7 DICO M GANINDUTO




